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PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Bkls
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa perkara perdata agama
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ledong, 12 September
1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN
BENGKALIS, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pusaran, 12 Mei 2000, agama
Islam, pekerjaan lbu rumah tangga, pendidikan
SD, tempat kediaman di KABUPATEN
BENGKALIS, sebagai Pemohon lI;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17
November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkalis pada 21 November 2022 dengan register Nomor
218/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN
BENGKALIS;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang

Kandung Pemohon lI;

3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah SAKSI | dan SAKSI Il dengan

mahar seperangkat alat sholat;
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4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus Perawan
dan Pemohon Il berstatus Jejaka, tidak ada pertalian nasab, semenda
maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada

orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah
bercerai, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 14
April 2021;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah
dilaksanakan sedemikian rupa secara syari‘at Islam namun tidak tercatat di
PPN KUA setempat, karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan
dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il
tidak memiliki Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan Itsbat
Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan
nikah yang digunakan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi
penting lainnya, oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon || memohon agar
perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon | dan
Pemohon II' mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada di KABUPATEN
BENGKALIS;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
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Subsider :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan
para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor
218/Pdt.P/2022/PA.Bkls, telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-
pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan
nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
tidak datang menghadap sendiri, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini
ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohn patut dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2015 pasal 12 nomor 2 sidang permohonan isbat nikah harus dihadiri
sendiri oleh pasangan atau para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
berdasarkan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana
terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkara Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.BKkls gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Mufti
Arifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.l.,L.L.M. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.l.,L.L.M.

Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran :Rp 30.000,00

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 760.000,00
5. PNBP Relaas :Rp 10.000,00

6. Redaksi :Rp 10.000,00

7. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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